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BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : a. bahwa dengan belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, untuk kelancaran dan
kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan terdapat beberapa
pengeluaran belanja yang harus dilakukan pengeluaran setiap
bulannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah
melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar
seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran
sebelumnya dan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/5433/KEUDA hal Persiapan
Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021, dalam hal daerah belum
menetapkan APBD Tahun Anggaran 2021 maka Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan
APBD Tahun Anggaran 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan APBD Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

SALINAN
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 888);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun
2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 49);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);

24. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
warga negara.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah.

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

13. Belanja Daerah yang bersifat mengikat adalah  belanja  yang   dibutuhkan  secara
terus  menerus dan harus  dialokasikan  oleh Pemerintah  Daerah  dengan jumlah
yang    cukup  untuk   keperluan   setiap  bulan  dalam  tahun anggaran
berkenaan,   seperti  belanja   pegawai,  dan  belanja barang dan jasa.

14. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja  untuk terjaminnya  kelangsungan
pemenuhan pendanaan  Pelayanan Dasar  masyarakat antara  lain pendidikan,
kesehatan,    melaksanakan   kewajiban   kepada pihak ketiga,  kewajiban
pembayaran  pokok pinjaman,  bunga pinjaman  yang  telah  jatuh  tempo,  dan
kewajiban  lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan belanja daerah mendahului penetapan APBD Tahun
Anggaran 2021, ditetapkan anggaran pengeluaran kas bulanan sebesar paling
tinggi seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai
dasar pengeluaran kas setiap bulannya.

(2) Pengeluaran kas setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi
hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) meliputi :
a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan dan/atau;

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2) Jumlah Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 184.466.603.848,70
2. Belanja Subsidi Rp. 800.000.000,00
3. Belanja Hibah Rp. 13.879.675.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial Rp. 278.600.000,00
5. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah

Desa
Rp. 911.376.826,20

6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa

Rp. 81.230.229.893,00

7. Belanja Tidak Terduga Rp. 12.815.374.788,00

Jumlah Pengeluaran Belanja Tidak
Langsung

Rp. 294.381.860.355,90

b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 54.422.779.223,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 106.035.830.390,89
3. Belanja Modal Rp. 125.108.098.019,42
Jumlah Belanja Langsung Rp. 285.566.707.633,31

Total Pengeluaran Belanja Daerah Rp. 579.948.567.989,21

(3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), maka
jumlah anggaran belanja pengeluaran kas setiap bulan, ditetapkan 1/12 X Rp.
579.948.567.989,21 = Rp. 48.329.047.332,43 (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga
Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh
Dua koma Empat Puluh Tiga Sen).

(4) Jumlah anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan plafon
anggaran yang didistribusikan kepada seluruh SKPD secara proposional sesuai
dengan kebutuhan setiap bulannya dan merupakan Batasan belanja maksimal
perbulan.

(5) Besaran plafon anggaran belanja pada masing-masing SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
ditetapkan pejabat pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dan SKPD yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan
daerah selaku SKPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai
dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

EKO PRIYANTO, SH
NIP. 19730430 200312 1 005
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PENGELUARAN DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PLAFON ANGGARAN BELANJA PADA MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BELANJA

MAKSIMAL
PERBULAN

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9.301.544.114,42

2 Dinas Kesehatan 5.023.735.240,50

3 Rumah Sakit Umum Daerah 2.225.002.463,77

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7.507.181.173,00

5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 271.923.769,75

6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran 568.155.745,67

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 291.468.555,00

8 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa 437.663.766,00

9
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana 307.091.860,25

10 Dinas Lingkungan Hidup 693.156.017,58

11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 362.148.478,25

12 Dinas Perhubungan 372.664.917,12

13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu 389.376.843,08

14 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 310.789.728,17

15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 274.489.946,92

16 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1.073.636.304,33

17 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 905.334.004,90

18 Dinas Perikanan 801.397.606,50

19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Perdagangan s 723.193.644,18

20 Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi 499.037.798,64

21 Sekretariat Daerah
Sezzz 1.826.535.296,17
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22 Sekretariat DPRD 1.312.394.506,00

23 Kecamatan Sukamara 521.675.158,83

24 Kecamatan Balai Riam 170.227.880,92

25 Kecamatan Jelai 312.751.679,67

26 Kecamatan Pantai Lunci 176.728.417,75

27 Kecamatan Permata Kecubung 175.787.484,83

28 Inspektorat Daerah 463.984.895,33

29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 395.692.288,67

30 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10.214.277.838,16

31 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia 419.999.908,08

JUMLAH 48.329.047.332,43

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

EKO PRIYANTO, SH
NIP. 19730430 200312 1 005


